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SALINAN PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Cbn

2 A ,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikutdalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Ibu Rumah Tangga,
pekerjaan SD, tempat kediaman di Kec. Cibinong Kab. Bogor
(Dirumah Bapak XXX) , sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kec. Cibinong Kab. Bogor
(Dirumah Bapak XXX) , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyayang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara
Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan hal-

hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cibinong (Kutipan Akta Nikah  Nomor:
XXIXXXIXXIXXXX Tanggal 03 Agustus 2008)

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugatdengan Tergugat bertempat tinggal
Kec. Cibinong Kab. Bogor Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri (ba'daduhul)

3. Bahwadari perkawinan tersebuttelah/belumdikaruniai 1 ( Satu) anak yang
bemama ANAK umur 7 (Tujuh) tahun

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana
layanknya suatu rumah tangga yang baik akan tetapi sejak 19 Februari
2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulitdidamaikan.

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan :

1) Tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat,;

2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang
lebih 1 tahun;

3) Tergugat telah membiarkan /tidak memperdulikan Penggugat selama
kurang lebih 1 (Satu) tahun;

4) Tergugat Tidak Jujur Terhadap Penggugat;

6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-
benartidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah
rumah selama 1 (Satu) Tahun.

7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa tersiksa baik
lahir maupun bathin dna tidak ridho atas perbutan tergugat tersebut serta
tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tagga bersama Tergugat
karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya setelah
agad nikah, yaitu point2, 3 dan 4;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh talak satu khul’'i dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu
rupiah) dari Tergugat terhadap Penggugat;.

3. Menetapkan biaya perkara menuruthukum;

- Atau jika Majelis Hakim berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilny.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan

tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya

meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas
panggilan Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 06 April 2016 dan tanggal

21 April 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya

tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana

Penggugattetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XXX/XX/XXXX bertanggal 03
Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda
alat bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No XXXXXXXXXXXXXXX atas nama
Penggugat, bertanggal 27-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2;
Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang

saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah
pada tanggal 03 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah agad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan
sighattaklik talak;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
anak satu orang;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Februari 2015 sampai
sekarang;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena
Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering
bersikap kasar, Tergugat suka main perempuan, sehingga akhirnya
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- BahwaPenggugatdengan Tergugatsudah pisah rumah selama kurang
lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
kedua belah pihak;

2. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah
pada tanggal 03 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah agad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan

sighattaklik talak;
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- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
anak satu orang;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Februari 2015 sampai
sekarang;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena
Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering
bersikap kasar, Tergugat suka main perempuan, sehingga akhirnya
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- BahwaPenggugatdengan Tergugatsudah pisah rumah selama kurang
lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para
saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta
memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
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yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat,
para pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah
terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena
itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri,
dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan
gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa
perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun
2008 waijib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,
namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka
Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator
dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)
Perma No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam
perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak rukun sejak Februari 2015 disebabkan karena Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar, dan tidak
memperdulikan Penggugat, dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugatkuranglebih 1tahunlamanya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX/XX/XXXX tanggal 03 Agustus
2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah
dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)
huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24
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Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh
karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh
Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan
telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama
Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,
hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)
Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a
dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat
bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang
Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam
dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga
berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima
karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.
50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal
Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat
perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap
sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan
merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat
bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat
tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Marnih bin Manap, dan
SAKSI I

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain
sebagaimanaterurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas
dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di
persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti Tergugat sering berkata
kasar, tidak memberi nafkah, dan tidak mempedulikan Penggugat, dan
sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun
lamanya, serta selama pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang
dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di
atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara
duaorang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang
menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmabh,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan

fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah
pada tanggal 03 Agustus 2008;

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak
sebagaimanatercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama
kurang lebih 1 tahun dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat,

serta tidak memberi nafkah waijib kepada Penggugat;
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- BahwaTergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah
oleh Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga, sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis
berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa janji shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat
setelah dilangsungkannya akad nikah adalah: Sewaktu-waktu saya,
1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut; 2. Atau saya tidak
memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 3. Atau saya menyakiti
badan/jasmaniisteri saya; dan 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan)
istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang
menyatakan Tergugat telah melanggarsighat ta’lik talak poin 2, 3 dan 4 adalah
mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat
dalam shighat ta’lik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah
dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah
menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia
membayar uang iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat
terjadi dengan alasan: “Suami melanggar ta’lik talak”;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha telah menyerahkan uang
'iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk
jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang
disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah
akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta’lik
talaknya nomor 2, 3 dan 4 dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan
tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat
membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat ta’lik

talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul’i
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Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas,
majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah
beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam
oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang
ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai
salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, maka
berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini
yang telah mempunyai kekutan hukum tetap kepada PPN pada KUA
Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor yang juga merupakan tempat perkawinan berlangsung untuk
mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah ultra
petitum (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal
84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI
1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah );
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5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA
Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untukitu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271.000,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai
Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. Arwendi masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugattanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Drs. Kuswanto, S.H., M.H. Dra. Hj. Evi Triawianti
Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti,

Ttd.
Hj. Hidayah, S.Ag.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.180.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid
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